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KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2017 adalah untuk
memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) khususnya Pasal 21 Ayat (3) agar setiap Kepala SKPD menyiapkan
Renja SKPD mengacu pada RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan. Selain sebagai salah
bagian dari SPPN, Renja Inspektorat Daerah Tahun 2017 juga merupakan instrumen pengintegrasian
dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Penganggaran, Sistem
Perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sebagai wujud dari Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang komprehensif, Renja Inspektorat Daerah Tahun 2017
juga menjadi acuan dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017.

Akhirnya tak lupa diucapkan terima kasih kepada tim verifikasi dari Bappeda Kota Bontang
atas masukannya guna penyempurnaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2017,

Bontang, 11 Maret 2016

/HARI BAMBANG RIYADI
PNIPY 19580402 198703 1 004
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia untuk dapat menerapkan
prinsip tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good govemance and clean
government), telah merubah paradigma fungsi pengawasan sebagai salah satu instrumen
manajemen birokrasi. Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang
melaksanakan fungsi pengawasan tidak lagi terkesan hanya mencari kesalahan saja (watchdog).
Konteks kekinian peran Inspekorat Daerah adalah memperkuat dan menunjang efektivitas
pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah daerah dalam rangka memberikan keyakinan
yang memadai atas tercapainya tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui
kegiatan yang efesien dan efektif, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Agar peran pengawasan dapat berjalan efektif dan akuntabel, maka Inspektorat Daerah
sebagai organisasi publik pemerintah diharapkan lebih terbuka dan transparan, sehingga dapat
memberikan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun salah satu bentuk
perwujudan sikap tersebut adalah dengan menyusun Rencana Strategik ( Strategic plan), Rencana
Kinerja (Performance Plan) serta laporan pertanggung jawaban kinerja (Performance Accountability
Report) organisasi yang dapat mencerminkan azas keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas
kinerja.

Rencana Kinerja merupakan suatu dokumen yang merupakan uraian lebih mendetail
dari rencana-rencana strategis, penetapan kinerja, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
pada setiap tahunnya. Rencana Kinerja SKPD Tahun 2017 sebagai langkah awal untuk melakukan
pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat diperbaiki
dan ditingkatkan pencapaian kinerjanya sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat
maupun stakeholders dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan
yang semakin cepat dan pesat.

Rencana Kinerja Tahunan (Renja) akan menjadi dasar ditetapkannya Perjanjian
Kinerja (Performance Agreement) yang setiap akhir tahun anggaran akan diukur capaian
kinerjanya (Performance Result) dan diindentifikasi celah kinerja yang terjadi (Performance
Gap) untuk perbaikan dimasa mendatang. Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui
berbagai proses pembahasan dengan baik, yang bersifat internal maupun eksternal yang




Rancangan RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2017

melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Kota Bontang dan telah disesuaikan dengan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang tahun 2017 yang diharapkan
sebagai tindak lanjutnya akan dituangkan dalam proses penyusunan Kota Bontang tahun 2017.

Penyusunan Renja Inspektorat Daerah tahun 2017 juga menjadi acuan penyusunan
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Hal ini mempedomani amanat Peraturan Menteri
PAN dan BR Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intem
Pemerintah (APIP) yang menetapkan bahwa APIP harus menyusun rencana pengawasan
tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan
tujuan organisasi, sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara
nasional yang terpadu dan sinergis untuk mencegah terjadinya tumpang tindih tugas pengawasan
daerah dengan APIP lainnya.

1.2, LANDASAN HUKUM
Dasar hukum penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2017 adalah
sbb :

1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
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antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguanan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
|nspektorat, Badan Perencanaan Pembanguan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
sebagaimana diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 tahun 2012;
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016 sebagaimana diubah menjadi
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2014;

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Bontang Tahun 2012-2030;

Peraturan Walikota Bontang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kota Bontang Tahun 2016;

Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi
Inspektorat Daerah Kota Bontang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor; PER/05/M.PAN/03/2008 tentang
Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19
Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
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Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional;

28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Inspektorat Kota Bontang Tahun 2017 dimaksudkan menetapkan dokumen

perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur

penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
selama tahun 2017. Tujuan penyusunan dokumen ini adalah:

1. Acuan Inspektorat Daerah dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2017
sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota
Bontang.

2. Merumuskan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Non PKPT Kota Bontang
selama tahun 2017.

3. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah dalam menentukan arah kebijakan
dan strategi pembangunan.

4. Menyediakan satu pedoman jangka menengah untuk menentukan arah kebijakan
pengawasan, dengan berdasarkan diri pada kondisi ril dan proyeksi kemasa yang akan
datang.

5. Menyediakan satu materi kemudahan bagi seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah untuk
memahami dan menilai arah kebijakan dan strategi lima tahun yang dijabarkan kedalam
kebijakan tahunan.

6. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antara
Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam hubungan
dalam pelaksanaan tugas - tugas pengawasan.

7. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja lnépektorat
Daerah Kota Bontang .




Rancangan RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2017

8. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.

1.4, SISTEMATIKA PENULISAN
BABI PENDAHULUAN
Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Inspektorat Daerah
yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika
penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BABIl EVALUAS! PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat
Daerah tahun lalu pada tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun berjalan, yakni
tahun 2016.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator
kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007. Indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kinerja pelayanan.
2.3. Isu-lsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi
dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan
analisis kebutuhan dan penjelasan serta catatan penting terjadinya perbedaan
tersebut.
BABIIl TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan
yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
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3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra SKPD..

3.3. Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta
penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan
awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, dan pagu indikatif

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
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BAB li
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2015 dibagi menjadi 3

(tiga) kelompok program kerja, dengan perincian sbb:

1. Program prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja
(Performance Agreement) tahun 2015 sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah
(core business), terdiri dari 4 (empat) program, yakni:

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH
terdiri dari 12 ( dua belas) kegiatan.

b.  Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat terdiri dari 1 (satu)
kegiatan.

c. Program Penyelenggaraan SPIP terdiri dari 2 (dua) kegiatan.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
terdiri dari 3 (tiga) kegiatan.

2. Program peningkatan kapasitas organisasi (capacity building) untuk meningkatkan
kompetensi SDM terdiri dari 2 (dua) program, yakni:

a. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
terdiri dari 1 (satu) kegiatan.
b.  Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 3 (tiga) kegiatan.

3. Program administrasi umum pemerintahan untuk dukungan teknis dan manajemen

(supporting) terdiri dari 4 (empat) program, yakni:

a.  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan.

b.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 3 (tiga) kegiatan.

¢.  Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan.

d. Program Penataan dan Penyempumaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
terdiri dari 1 (satu) kegiatan.
Sesuai Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Inspektorat Daerah tahun

2015, indikator kinerja fiskal (pagu anggaran) Inspektorat Daerah tahun 2015 sebesar

Rp12.843.339.677,00 yang terdiri dari:
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1. Belanja Tidak Langsung yang diperuntukan belanja pegawai rutin berupa gaji dan tunjangan
sebesar Rp4.905.357.177,00
2. Belanja Langsung untuk melaksanakan Renja Inspektorat Daerah tahun 2015 sebesar
Rp7.937.982.500,00.
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2015, realisasi kinerja fiskal tersebut adalah
sebesar Rp10.984.024.726,00 atau tercapai 85,52%. Rincian realisasi Belanja Langsung sbb:

Tabel 2.1
Realisasi Kinerja Fiskal Belanja Langsung

NO. ALOKAS| BELANJA LANGSUNG TARGET (Rp) REALISASI (Rp) %
1. | Program Prioritas dalam Perjanjian Kinerja |  2.565.774.450,00 | 1.992.036.007,00 | 77,64
(Performance Agreement)
2. | Belanja peningkatan kapasitas organisasi 1.701.602.000,00 | 1.508.278.267,00 | 88,64
(capacity building)

3. | Program adminstrasi umum  untuk 3.670.606.050,00 | 3.260.997.066,00 | 88,84
dukungan  teknis dan  manajemen

(supporting)

TOTAL 7.937.982.500,00 | 6.761.311.340,00 | 85,18

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan Renja Inspektorat Daerah tahun
2015 dan proyeksi tahun 2016 dirincikan pada tabel 2.2. sebagaimana terlampir.

Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) tahun 2015 yang terdiri dari 9 (sembilan)
sasaran strategis dan 14 (empat belas) indikator kinerja untuk memantau dan mengendalikan
pencapaian target rencana kinerja (Renja) tahun 2015. Penyusunan Perjanjian Kinerja
(Performance Agreement) tahun 2015 juga mengacu pada arah kebijakan pengawasan daerah
yang ditetapkan oleh Pemerintah sbb:

1. Peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja lingkup pemerintah kota
Bontang

2. Percepatan menuju good govemance, clean government, dan pelayanan publik pada
pemerintah Kota Bontang.

3. Menunjang tugas pengawasan lainnya.

Berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam Lampiran I
Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 pada Huruf B tentang Evaluasi hasil RKPD
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Tahun 2015, rata-rata capaian kinerja Inspektorat Daerah tahun 2015 adalah sebesar 84,78%
dengan Predikat Kinerja “Tinggi".

Adapun rincian Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) Inspektorat Daerah tahun
2015 terlampir pada tabel 2.3 sebagaimana terlampir.




Tabel 2.2
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%

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Kota Bontang

SKPD : Inspektorat Daerah

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Target Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (2015) Target Renstrat:'l'(:'? :::j:?:r: dengan
Urusan/Bidang Urusan Ki ln_dlkator Kinepa Target Kinerja program dan Realisasi "
Kode Pemerintahan Daerah dan nerja Program Capaian Hasil Program . o kegiatan Capaian ngl_(at
. Outcomes)/ Program dan Keluaran | TargetRenja | Realisasi . : Capaian
Program/Kegiatan (. A Tingkat (Renja SKPD Program dan o
Kegiatan (Output) (Renstra Kegiatan s.d. | SKPD Tahun | Renja SKPD Realisasi (° tahun 2016) Kegiatan s.d Realisasi
SKPD) tahun 2014 2015 Tahun 2015 | Realisasi (%) u Tahor Berioian | Target Renstra
ahun Berjalan o
(2016) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(716) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan Wajib
1.20.05 Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian
1.20.05.01 PROGRAM PELAYANAN | Lancarnya pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ADMINISTRASI administrasi perkantoran
PERKANTORAN Persentase penyelesaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
urusan ketatausahaan dan ’
kepegawaian sesuai
standar dan tepat waktu
Persentase penyelesaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
urusan pengelolaan
keuangan kantor dan aset
sesuai kaidah dan tepat
waktu
Persentase penyelesaian 100% 99,5% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan dukungan
operasional kerja dan
rumah tangga  kantor
sesuai standar
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e - _____________________________—  ————————— ——— —— ]

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD sampai dengan

ndikator ;ia':'g;: Tafgzihl:;ts;rja Kegiatan Tahun Lalu (2015) Target tahun berjalan
UrusaniBidang Urusan ; program dan Realisasi
. Kinerja Program Capaian Hasil Program Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan . . kegiatan Capaian .
Proaram/Keaiatan (Outcomes) Program dan Keluaran | Target Renja Realisasi Tinakat (Renja SKPD Program dan Capaian
ogramKeg Kegiatan (Output) (Renstra | Kegiatans.d. | SKPDTahun | RenjaSKPD | . -n9% o | tahun2ote) | K ?atan o Realisasi
SKPD) tahun 2014 2015 Tahun 2015 ° €g o Target Renstra
Tahun Berjalan %)
(2016) >
1 2 3 4 5 6 7 8=(716) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.20.05.01.01 | Penyediezan  Jasa  Surat | Jumlah  kegiatan  surat 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Menyurat menyurat yang dilaksanakan
1.20.05.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi. | Jum!ah pembayaran tagihan 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Sumber Daya Air dan Listrik telepon dan internet secara
tepat waktu
1.20.05.01.06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan | Jumlah perijinan kendaraan 100% 20 unit 20 unit 20 unit 100% 20 unit 20 unit 20 unit
Perizinan Kendaraan | dinas yang diselesaikan
Dinas/Operasional secara tepat waktu
1.20.05.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumiah kebutuhan ATK yang 100% 64 jenis 64 jenis 64 jenis 100% 64 jenis 64 jenis 64 jenis
terpenuhi
1.20.05.01.11 | Penyediaan Barang Cetakan dan | Jumiah kebutuhan barang 100% 13 jenis 13 jenis 13 jenis 100% 13 jenis 13 jenis 13 jenis
Penggandaan cetakan dan penggandaan
yang dipenuhi
1.20.05.01.12 | Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah kebutuhan 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Listrik/Penerangan  Bangunan | komponen instalasi listrik
Kantor dan penerangan
1.20.05.01.13 | Penyediaan Peralatan  dan | Jumiah pengadaan 100% 8 jenis 8 jenis 8 jenis 100% 8 jenis 8 jenis 8 jenis
Perlengkapan Kantor " | peralatan dan perlengkapan
kantor yang dilaksanakan
1.20.05.01.14 | Penyediaan Peralatan Rumah | Jumizh kebutuhan peralatan 100% 8 jenis 8 jenis 8 jenis 100% 8 jenis 8 jenis 8 jenis
Tangga rumah tangga kantor yang
dipenuhi )
1.20.05.01.15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan | Jumlah kebutuhan media 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Peraturan Perundang-undangan | massa yang terpenuhi
1.20.05.01.16 | Penyediaan Bahan Logistik | Jumlah pemenuhan 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Kantor kebutuhan alat dan bahan
kebersihan _ kantor serta
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Target

Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD sampai dengan

. . Target tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan K lndil;ator (l:(lnefja Larg‘;ie:’Kmena program dan Realisasi Tinak
Kode Pemerintahan Daerah dan nerja Program apalan ast’ Program kegiatan Capaian ngkat
Program/Kegiatan (Outcomes) Program dan Keluaran | TargetRenja | Realisasi Tingkat (Renja SKPD Proaram dan Capaian
Kegiatan (Output) (Renstra Kegiatan s.d. | SKPD Tahun | Renja SKPD Realisasi (%) | tahun 2016) K s.’m d Realisasi
SKPD) tahun 2014 2015 Tahun 2015 ° T egiaian s.C. | rarget Renstra
ahun Berjalan %
(2016) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(716) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
kebutuhan dapur kantor
yang dipenuhi
1.20.05.01.17 | Penyediaan  Makanan  dan | Jumlah pemenuhan 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Minuman konsumsi kegiatan
kedinasan
1.20.05.01.18 | Rapat-Rapat Koordinasi dan | Jumlah rapat dan koordinasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Konsultasi Ke Luar Daerah pengawasan yang diikuti
sesuai  alensi  selama
setahun
1.20.05.01.19 | Penyediaan Jasa  Tenaga | Jumlah kebutuhan tenaga 100% 2 orang 2 orang 20rang 100% 2 orang 2o0rang 2 orang
Administrasi/Teknis Perkantoran | administrasi Non PNS yan g
dipenuhi
Jumiah penyelesaian 100% 12 Jabfung 11 Jabfung 11 Jabfung 100% 11 Jabfung 11 Jabfung APIP 11 Jabfung
penilaian  angka  kredit APIP APIP APIP APIP APIP
jabfung APIP secara tepat
waktu
1.20.05.02 PROGRAM  PENINGKATAN | Lancarnya pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SARANA DAN PRASARANA | administrasi perkantoran
APARATUR
Rasio sarana dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
prasarana yang tersedia
dengan kebutuhan
pegawai sesuai standar
kualitas pelayanan yang
baik
1.20.05.02.21 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumiah perawatan gedung 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan
Gedung Kantor kantor yang telah
dilaksanakan




Rancangan RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2017

M

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD sampai dengan

Indikator }23.'333 Tafge:t“:;useiﬁa Kegiatan Tabun Lals (2019 Target tahun berjatan
Urusan/Bidang Urusan . n program dan Realisasi
. Kinerja Program Capaian Hasil Program . Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan kegiatan Capaian
Program/Kegiatan (Outcomes)/ Program dan Keluaran | Target Renja Realisasi Tinakat (Renja SKPD Proaram dan Capaian
gramieg Kegiatan (Output) (Renstra | Kegiatansd. | SKPDTahun | RenjaSKPD | o sgsi %) | tahunzot) | K O an < d Realisasi
SKPD) tahun 2014 2015 Tahun 2015 ° egla@n S.. | rarget Renstra
Tahun Berjalan %)
(2016) °
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5¢749) 11=(10/4)
1.20.05.02.22 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Junlah kendaraan 100% 20 unit 20 unit 20 unit 100% 20 unit 20 unit 20 unit
Kendaraan Dinas/Operasional dinas/operassional yang
dirawat secara rutin
1.20.05.02.23 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumiah peralatan gedung 100% 7 jenis 6 jenis 6 jenis 100% 6 jenis 6 jenis 6 jenis
Peralatan Gedung Kantor kantor yang dirawat secara
rutin
1.20.05.03 PROGRAM  PENINGKATAN | Lancamya pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DISIPLIN APARATUR administrasi perkantoran
Tingkat partisipasi  staf 100% 100% 100% 100% 100% 100% 109% 100%
Inspektorat dalam
mengikuti peringatan hari-
hari  tertentu  dengan
kategori "memuaskan”
1.20.05.03.05 | Pengadaan Pakaian Khusus | Jumlah pengadaan pakaian 100% 47 orang 47 orang 47 orang 100% 47 orang 47 orang 47 orang
Hari-Hari Tertentu olah raga yang dilaksanakan
1.20.05.05 PROGRAM  PENINGKATAN | Lancarnya pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KAPASITAS SUMBER DAYA | administrasi perkantoran
APARATUR Jumlah pembentukan 100% 17 JFAPIP 24 JFAPIP 17 JFAPIP 70,83% 24 JFAPIP 24 JFAPIP 24 JFAPIP
Jabatan Fungsional APIP
Persentase jumlah aparat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pengawasan yang
mengikuti diklat sebanyak
5% waktu kerja setahun
1.20.05.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparat pengawas 100% 47 orang 47 orang 47 orang 100% 47 orang 47 orang 47 orang
yang  mengikuti  diklat
substantif pengawasan
selama setahun
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD sampai dengan

. indiktor Kinesia | TargetKiner o T Target tahun brjalan
Urusan/Bidang Urusan Kineria P m Capaian Hasil Program program dan Realisasi Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan 'ggtac rogr:; Prp dan Kel 9 Taraet Reni Realisasi kegiatan Capaian Cang
Program/Kegiatan (Outcomes) ogram an feluaran arget Renja ealisass Tingkat (Renja SKPD Program dan paian.
Kegiatan (Output) (Renstra Kegiatans.d. | SKPD Tahun | Renja SKPD Realisasi (%) | tahun 2016) Kegiatan s.d Realisasi
SKPD) tahun 2014 2015 Tahun 2015 Tahor Bernta, | TargetRenstra
ahun Berjalan o
(2016) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.20.05.05.02 | Sosialisasi Peraturan | Jumizh aparat pengawas 100% 47 orang 47 orang 47 orang 100% 47 orang 47 orang 47 orang
Perundang-undangan yang mengikuti sosialisasi
pengawasan dengan tujuan
tertentu
1.20.05.05.03 | Workshop Implementasi | Jumlah  SKPD  yang 100% 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 100% 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD
Peraturan Perundang-Undangan | mengikuli workshop
pelayanan publik
1.20.05.06 PROGRAM  PENINGKATAN | Tersedianya informasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PENGEMBANGAN  SISTEM | kinerja pembangunan
;&LQ:J?AR?:N KEUANC(SA:le'AN Tingkat representasi 100% 160% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SAKIP dan SAKD
Inspektorat Daerah dengan
kategori "Sangat Baik”
Persentase  konsistensi 100% 81,01% 100% 85,22% 85,22% 100% 100% 100%
capaian kinerja tahunan
Inspektorat Daerah dengan
penugasan RPJMD Kota
Bontang 2011-2016
1.20.05.06.02 | Penyusunan Laporan Keuangan | Jumlah laporan keuangan 100% 1Lap. 1 Lap. 1 Lap. 100% 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap.
Semesleran dan  Prognosis | semesteran dan prognosis
Realisasi Anggaran yang disusun secara tepat
wakiu
1.20.05.06.04 | Penyusunan Laporan Keuangan | Jumlah laporan keuangan 100% 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 100% 1 Lap. 1 Lap. 1Lap.
Akhir Tahun akhir tahun yang disusun
secara tepat wakiu
1.20.05.06.06 | Penyusunan Renja SKPD Jumlah Renja SKPD yang 100% 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 100% 1Lap. 1 Lap. 1 Lap.
disusun secara tepat waktu
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Target Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (2015) Target Re“m::::::;;f:; dengan
Urusan/Bidang Urusan . ln.dlkator Kinerja Target Kinerja program dan Realisasi
Kinerja Program Capaian Hasil Program . ! Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan . . kegiatan Capaian A
Proaram/Kegiatan (Outcomes)/ Program dan Keluaran | Target Renja Realisasi Tinakat (Renja SKPD Proaram dan Capaian
9 €g Kegiatan (Output) (Renstra Kegiatan s.d. | SKPD Tahun | Renja SKPD 9 9 Realisasi
SKPD) tahun 2014 2015 | Tahun20ts | Redlisasi(%) | tahun2016) | Kegiatansd. | g,0ey poncrg
Tahun Berjalan %)
(2016)
1 2 3 4 5 6 7 8=(716) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.20.05.06.11 | Penyusunan Laporan | Jumish LAKIP yang disusun 100% 1Lap. 1 Lap. 1 Lap. 100% 1 Lap. 1Lap. 1Lap.
Akuntabilitas secara tepat waklu
1.20.05.20 PROGRAM  PENINGKATAN (a. Rencana Aksi Daerah Ada Ada Ada Ada 100% Ada Ada Ada
SISTEM PENGAWASAN Pemberantasan Korupsi
INTERNAL DAN (RAD-PK)
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIWAKAN
KDH
b. Opini BPK terhadap WTP wDP WTP WTP 100% WTP WTP WTP
audit laporan kevangan
c. Persentase hasil 100% 24,15% 100% % 1% 100% 100% 160%
pengawasan yang
ditindaklanjuti
d. Persentase SKPD 100% 82,93% 100% 5% 73,33% 100% 100% 100%
dengan  akuntabilitas
kinerja yang baik
e. Hasil nilai evaluasi B cc B B 100% B B B
Laporan  Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
f. Capaian Nilai PMPRB Baik Baik Baik Baik 100% Baik Baik Baik
Kota Bontang
1.20.05.20.01 | Pelaksanaan Pengawasan | Jumlah cakupan 100% 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD 100% 45 SKPD 45 SKPD 45 SKPD
Intemnal Secara Berkala pengawasan yang
direalisasikan
1.20.05.20.02 | Pengendalian Manajemen | Jumlah LHR RAPBD tahun 100% 1LHR 1LHR 1LHR 100% 1LHR 1LHR 1LHR
Pelaksanaan Kebijakan KDH 2015 yang diterbitkan
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD sampai dengan

Indikator 131?32 rageei'::iﬁqa Hegltan Tahun Lalu 2019 Target tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan Kineria Program Capaian Hasil Program program dan Realisasi Tinakat
Kode Pemerintahan Daerah dan g" o9 P pa d Kl;og Target R Realisasi kegiatan Capaian c gka
Program/Kegiatan (Outcomes)/ rogram an Keluaran arget Renja ealisasi Tingkat (Renja SKPD Program dan apaian
Kegiatan (Output) (Renstra Kegiatan s.d. | SKPD Tahun | Renja SKPD Realisasi (% tahun 2016) Kegiatan s.d Realisasi
SKPD) tahun 2014 2015 Tahun 2015 sasi (%) rapatan 89 | Target Renstra
ahun Berjalan ”
(2016) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(716) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.2005.20.06 | Tindak lanjut Hasit Temuan | Jumlah laporan 100% 1Lap. 1 Lap. 1 Lap. 100% 1 Lap. 1Lap. 1 Lap.
Pengawasan pemuktahiran data TLHP
PKPT Kota Bontang tahun
2016 yang diselesaikan
1.20.05.2009 | Optimalisasi dan Evaluasi LP2P | Presentase jumlah PNS Go!. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
bagi PNS Il ke atas yang telah
menyampaikan LP2P
1.20.05.20.11 | Peningkatan Pengawasan dan | Jumlah LHE SAKIP SKPD 100% 45 LHE 45 LHE 45 LHE 100% 45 LHE 45 LHE 45 LHE
Penilaian Akuntabifitas Kinerja yang diterbitkan
1.20.05.20.12 | Implementasi Sistem Akuntansi | Jumiah LHR LKPD Kota 100% 1LHR 1LHR 1LHR 100% 1LHR 1LHR 1LHR
Pemerintahan Bontang TA. 2013
1.20.05.20.15 | Optimalisasi Peningkatan | Jumlah laporan pemantauan 100% 4 Lap 4 Lap 4Llap 100% 4 Lap 4 Lap 4 lap
Kepatuhan Pada Peraturan | kepatuhan peraturan
Perundang-Undangan keuangan pemerintah Kota
Bontang
1.20.05.20.18 | Monitoring dan Implementasi | Jumiah laporan  hasil 100% 4 Lap. 4 Lap. 4 Lap. 100% 4 Lap. 4 Lap. 4 Lap.
Rencana Aksi Daerah | monitoring pelaksanaan
Pemberantasan Korupsi (RAD | RAD PPK Kota Bontang
PK) yang diterbitkan
1.2005.20.22 | Rekonsiliasi Temuan Hasil | Jumiah laporan rekonsitiasi 100% 2 Lap. 2 Lap. 2 Lap. 100% 2Lap. 2Lap. 2Lap.
Pemeriksaan TLRHP BPK RI yang
disusun
1.20.05.20.23 | Monitoring Penilaian Mandiri | Jumiah laporan  evaluasi 100% 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 100% 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap.
Pelaksanaan Reformasi | PMRB Kota Bontang yang
Birokrasi Kota Bontang diselesaikan
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD sampai dengan

Target Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (2015) N
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja pro;:amm:lan Realisat:?un Prdalan
K Kinerja Program Capaian Hasil Program : Tingkat
ode Pemerintahan Daerah dan Outc Proara dan Keluaran | Target Reni Realisasi kegiatan Capaian Capai
Program/Kegiatan (." omes)/ rogram h arg nja d Tingkat (Renja SKPD Program dan apaian
Kegiatan (Output) (Renstra Kegiatan s.d. | SKPD Tahun Renja SKPD Realisasi (% tahun 2016) Kegiatan s.d Realisasi
SKPD) tahun 2014 2015 Tahun 2015 | "eealisasi (%) Tahor boe: | Target Renstra
ahun Berjalan
(2016) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(716) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.20.05.21 PROGRAM  PENINGKATAN | Persentase Aparatur 100% 47 orang 47 orang 47 orang 100% 47 orang 47 orang 47 orang
PROFESIONALISME TENAGA pengawas/pemeriksa
PEMERIKSA DAN APARATUR | sesuai dengan
PENGAWASAN kompetensinya
1.20.05.21.01 | Pelatihan Pengembangan | Jumlah JFAPIP bersertifikat 100% 47 orang 47 orang 47 orang 100% 47 orang 47 orang 47 orang
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur | substantif pengawasan
Pengawasan
1.20.05.22 PROGRAM PENATAAN DAN | a. Penerapan e-Audit Ada Ada Ada Ada 100% Ada Ada Ada
PENYEMPURNAAN
KEBIJAKAN SISTEM DAN
PROSEDUR PENGAWASAN
b. Jumlah norma dan 60% 60% 60% 60% 100% 60% 60% 60%
prosedur kerja
1.20.05.22.02 | Penyusunan Kebijakan Sistem | Jumlah laporan reviu SOP 100% 1 Lap. 1Lap. 1 Lap. 100% 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap.
dan Prosedur Pengawasan urusan wajib yang telah
disusun
1.20.05.23 PROGRAM Persentase  pengaduan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PENGINTENSIFIKASIAN masyarakat yang
PENANGANAN PENGADUAN ditindaklanjuti
MASYARAKAT
1.20.05.23.02 | Penanganan Kasus Pengaduan | Presentase jumlah kasus 100% 100% (8 kasus) 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Masyarakat Kota Bontang pengaduan masyarakat yang (4 kasus)
telah ditindaklanjuti
1.20.05.43 PROGRAM Persentase penerapan 100% 71,42% 100% 87,75% 87,75% 100% 100% 100%
PENYELENGGARAAN SISTEM | SPIP dilingkungan Pemkot (5 output) (8 output) (7 output) (8 output) (8 output)
PENGENDALIAN INTERN | Bontang  sesual hasil
PEMERINTAH DAERAH (SPIP) | Diagnostic Assesment
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Target Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (2015) Renstra SKPD sampal dengan
Indikator Kinerja Target Kinerja Target tahun berjalan
Urusan/Bidang Urusan v program dan Realisasi
N Kinerja Program Capaian Hasil Program . Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah dan o kegiatan Capaian o
Program/Keaiatan (Outcomes)! Program dan Keluaran | Target Renja Realisasi Tinakat (Renja SKPD Program dan Capaian
9 Kegiatan (Output) (Renstra | Kegiatansd. | SKPDTahun | RenjaSKPD | "ok %) | whun2ote) | K o o Realisasi
SKPD) tahun 2014 2015 Tahun 2015 . eglatan s.d. Target Renstra
Tahun Berjalan %
(2016) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(716) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1.20.05.43.01 | Pelaksanaan Diagnostic | Jumlah penyelesaian DA 35 SKPD 6 SKPD 17 SKPD 17 SKPD 100% 12 SKPD 35 SKPD 100%
Assesment SKPD SKPD
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Tabel 2.3
Pencapaian Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) Inspektorat Daerah Tahun 2015
KINERJA ANGGARAN
NO. SASARAN INIDKATOR KINERJA SAT. % PROGRAM %
TARGET | REALISAS! CAPAIAN PAGU REALISASI CAPAIAN
1. | Meningkatnya  fungsi | a. Presentase jumlah SKPD | % 80 95,56 69,45 Peningkatan Sistem 1.847.106.000,00 | 1.599.459.007,00 86,59
dan pemanfaatan hasil yang capaian kinerjanya Pengawasan Internal
pengawasan intern atas pelaksanaan urusan dan Pengendalian
pemerintah daerah Kota pemg(lr!tat!an daerah Kebijakan KDH
Bont memiliki tingkat ketaatan
ntang terhadap peraturan
perundang-undangan
dengan kategori “Baik”
. Rasio temuan BPK yang | % 90 75,62 84,02
telah selesai ditindaklanjuti
. Persentase penyelesaian % 100 7 71
tindak lanjut rekomendasi
hasit pengawasan APIP
2. | Meningkatnya . Angka salah saji neraca | % 3 0,18 194 Peningkatan Sistem 49.420.450,00 37.260.000,00 75,39
akuntabilitas LKPD Kota Bontang Pengawasan Intemal
pengelolaan keuangan | Njlai temuan | % 03 0 200 dan Pengendalian
daerah kota Bontang ketidakpatuhan hasil Kebijakan KDH
yang baik pemeriksaan LKPD Kota
Bontang terhadap realisasi
belanja APBD
3. | Terwujudnya  SAKIP | Jumlah SKPD yang memiliki | SKPD 45 33 73,33 Peningkatan Sistem 91.650.000,00 91.650.000,00 100,00
yang  efeklif pada | akuntabilitas kinerja minimal Pengawasan Internal
pemerintah Kota | “CC” dan Pengendalian

Bontang

Kebijakan KDH
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KINERJA ANGGARAN
NO. SASARAN INIDKATOR KINERJA SAT. % PROGRAM %
TARGET | REALISAS! CAPAIAN PAGU REALISAS! CAPAIAN
4. | Terwujudnya efektivitas | Capaian keberhasilan sasaran % 100 86,87 96,87 Peningkatan Sistem 127.664.000,00 51.953.700,00 40,70
pelaksanaan RAD PPK Kota Bontang Pengawasan Internal
pencegahan dan | dengan predikat “Memuaskan® dan Pengendalian
pemberantasan korupsi Kebijakan KDH
(PPK) Kota Bontang
5. | Terwujudnya zona | Jumlah SKPD yang telah | SKPD 1 - - Peningkatan Sistem 73.100.000,00 43.350.000,00 59,30
integritas di lingkungan | berpredikat 2l menuju Pengawasan Internal
Pemerintah Kota | WBK/WBBM dan Pengendalian
Bontang Kebijakan KDH
6. [ Terwujudnya efeklivitas | Nilai evaluasi PMPRB Kota [ Skor Baik Baik 100 Peningkatan Sistem 110.782.000,00 16.363.300,00 14,77
pelaksanaan reformasi | Bontang Pengawasan Internal
birokrasi di lingkungan dan Pengendalian
pemerintah Kota Kebijakan KDH
Bontang
7. | Meningkatnya Presentase kasus pengaduan % 100 100 100 Pengintensifikasian 92.100.000,00 12.540.000,00 13,62
efeklivitas penanganan | masyarakat yang telah selesai Penanganan
kasus pengaduan | ditindaklanjuti Pengaduan
masyarakat yang Masyarakat
responsif
Terwujudnya penerapan | a. Jumlah SKPD yang telah | SKPD 23 23 100 Penyelenggaraan 146.390.000,00 | 128.660.000,00 87,89
SPIP Kota Bontang melaksanakan  Penilaian SPIP
Risiko dengan metoda CSA
b. Jumlah RTP| % 100 85,71 85,71
penyelenggaraan  SPIP

Kota Bontang yang selesai
ditindaklanjuti
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KINERJA ANGGARAN
NO. SASARAN INIDKATOR KINERJA SAT. % PROGRAM PAGU %
TARGET | REALISASI CAPAIAN REALISAS! CAPAIAN
Terwujudnya efektivitas Presentase  kesesuaian % 100 89,39 89,39 Peningkatan 27.562.000,00 10.800.000,00 39,18
perencanaan capaian kinerja jangka Pengembangan
pengawasan dan genei:]gah ln::p;ktgrat Sistem Pelaporan
aera erhadap L
pengelolaan t:gas penugasan RPIMD Kota gapalan Kinerja dan
pengawasan daera Bontang 2011-2016 euangan
Capaian cakupan pengawasan % 80 83,57 104,46
daerah
CAPAIAN KINERJA (%) 91,8 CAPAIAN ANGGARAN (%) 77,76
CAPAIAN RATA-RATA (%) 84,78
KATEGORI

TINGGI
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Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun 2015 diketahui

bahwa:

1.

Realisasi kinerja 1 program prioritas yakni Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Kebijakan KDH rata-rata sebesar 88,8%.
Realisasi kinerja 3 program prioritas lainnya yakni Program Pengintensifikasian Penanganan
Pengaduan Masyarakat, Program Penyelenggaraan SPIP dan Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan telah mencapai 100%
Realisasi kinerja 2 program peningkatan kapasitas organisasi (capacity building) yakni
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur telah tercapai 100%.
Realisasi kinerja 4 program administrasi umum pemerintahan daerah terdiri dari Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan telah memenuhi target kinerja yang telah
ditetapkan sebesar 100%.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah

dilaksanakan pada tahun 2015 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah yang sama pada tahun sebelumnya

sebagai berikut :

1.

Ruang lingkup dan peran serta pengawasan dalam PKPT TA. 2015 semakin luas belum
didukung dengan sumber daya yang memadai baik SDM aparat pengawasan dan prasarana
serta sarana penunjang tugas pengawasan.

Beberapa SKPD belum seluruhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan oleh
Inspektorat Daerah maupun hasil pemeriksaan BPK RI.

Beberapa SKPD belum memahami penerapan SAKIP SKPD dan penyelenggaraan SPIP
secara baik.

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah:

1.

Menerapkan sistem pengawasan intern berbasis manajemen resiko yakni kegiatan
pengawasan lebih diprioritaskan pada anggaran SKPD yang besar dan pertimbangan resiko
sering terjadinya penyimpangan kegiatan baik secara administratif maupun finansial.
Memperluas produk pengawasan daerah yakni pemberian jasa konsultansi (consultative
management) kepada SKPD diluar tugas pengawasan yang bertujuan deteksi awal
terjadinyan penyimpangan
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3. Meningkatkan koordinasi dan pemantauan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan

Inspektorat Daerah maupun hasil pemeriksaan BPK RI pada SKPD/unit kerja terkait.
Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Setda untuk menyusun sistem manajemen
aplikasi SAKIP yang memadai dan melakukan pendampingan penyusunan LAKIP SKPD

dengan narasumber dari Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim.

Melakukan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim dalam rangka pendampingan
penerapan SPIP di Kota Bontang secara lebih intensif.

2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD
Program prioritas pembangunan daerah dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran

strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) Inspektorat
Daerah Tahun 2016 sebagai berikut.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) Inspektorat Daerah Tahun 2016
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Proritas
1. Meningkatnya kinerja dan (@.1. Persentase jumiah SKPD | g% | Pprogram Peningkatan
pemanfaatan hasil yang capaian kinerjanya atas Sistem  Pengawasan
pengawasan intemn pelaksanaan urusan Internal dan
pemerintah daerah Kota pemerintahan daerah memiliki Pengendalian
Bontang tingkat ketaatan terhadap Kebijakan KDH
peraturan perundang-
undangan dengan kategori
“Baik”
a.2. Rasio temuan BPK yang telah | g9 Program  Peningkatan
selesai ditindaklanjuti Sistem  Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Kebijakan KDH
a.3. Persentase penyelesaian |  100% Program  Peningkatan
tindak lanjut rekomendasi Sistem Pengawasan
hasil pengawasan APIP Internal dan
Pengendalian
Kebijakan KDH
. Meningkatnya b.1. Penurunan angka salah saji | 3% | Program  Peningkatan
akuntabilitas pengelolaan neraca LKPD Kota Bontang Sistem  Pengawasan
keuangan daerah kota Internal dan
Bontang yang baik Pengendalian
Kebijakan KDH
b.2. Persentase penurunan nilai | 39, Program  Peningkatan

temuan ketidakpatuhan hasil
pemeriksaan LKPD Kota
Bontang terhadap realisasi
belanja APBD

Sistem  Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Kebijakan KDH
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Proritas
¢. Terwujudnya SAKIP yang | Jumlah SKPD yang memiliki | 45 SKPD Program  Peningkatan
efektif pada pemerintah | akuntabilitas kinerja minimal “CC" Sistem  Pengawasan
Kota Bontang Internal dan
Pengendalian
Kebijakan KDH
2. a. Terwujudnya  efektivitas | Capaian keberhasilan sasaran RAD | 100% | Program Peningkatan
pelaksanaan PPK Kota Bontang dengan predikat Sistem  Pengawasan
penanggulangan dan | “Memuaskan” Internal dan
pencegahan korupsi (PPK) Pengendalian
Kota Bontang Kebijakan KDH
b. Terwujudnya zona | Jumlah  SKPD  yang telah | 1 SKPD | Program Peningkatan
integritas  di lingkungan | berpredikat ZI menuju WBK/WBBM Sistem  Pengawasan
Pemerintah Kota Bontang Internal dan
Pengendalian
Kebijakan KDH
¢. Terwujudnya  efektivitas | Nilai evaluasi PMPRB Kota Bontang Baik Program  Peningkatan
pelaksanaan  reformasi Sistem  Pengawasan
birokrasi di lingkungan Internal dan
pemerintah Kota Bontang Pengendalian
Kebijakan KDH
d. Meningkatnya efektivitas | Presentase  kasus pengaduan | 100% | Program
penanganan kasus | masyarakat yang telah selesai Pengintensifikasian
pengaduan  masyarakat | ditindaklanjuti Penanganan
yang responsif Pengaduan Masyarakat
e. Terwujudnya penerapan | ©1. Jumlah SKPD yang telah | 23 SKPD | Program
SPIP Kota Bontang melaksanakan Penilaian Penyelenggaraan SPIP
Risiko dengan metoda CSA
e.2. Jumlah RTP penyelenggaraan | 100% | Program
SPIP Kota Bontang yang Penyelenggaraan SPIP
selesai ditindaklanjuti
3 |a. Terwujudnya efektivitas | a.1. Presentase kesesuaian | 100% | Program Peningkatan
perencanaan pengawasan capaian  kinerja  jangka Pengembangan Sistem
dan pengelolaan tugas menengah Inspektorat Daerah Pelaporan  Capaian
pengawasan daerah terhadap penugasan RPJMD Kinerja dan Keuangan
Kota Bontang 2011-2016
a.2. Capaian cakupan | 100% | Program Peningkatan
pengawasan daerah Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan

Sesuai amanat PP Nomor 79 Tahun 2005 dan PP Nomor 60 Tahun 2008, Inspektorat
Daerah melaksanakan sistem pengawasan intern pemerintahan Kota Bontang berdasarkan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Sasaran pengawasan PKPT meliputi seluruh

pegawai dan SKPD di lingkungan pemerintah daerah kota Bontang serta seluruh program dan

kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kota Bontang. Ruang lingkup PKPT terdiri pemeriksaan (audit),
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monitoring, evaluasi, dan review. Kegiatan lain yang dilaksanakan Inspektorat Daerah adalah
tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kota Bontang, antara lain terdiri dari kegiatan
pendidikan dan pelatihan pegawai. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah dan
kepatuhan perundang-undangan, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP Fungsional
dan BPK RI, serta koordinasi pengawasan secara komprehensif. Selain itu, Inspektorat Daerah
juga melaksanakan kegiatan Non PKPT yang harus dilaksanakan karena merupakan amanat
peraturan perundang-undangan, seperti pemeriksaan dengan tujuan tertentu pembentukan 2
SKPD baru.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk fungsi pengawasan sampai saat ini belum
ditetapkan dari kementerian/lembaga terkait. Analisa kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota
Bontang mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD) yang menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Aspek
Penilaian pada Tataran Pengambilan Kebijakan untuk Pemerintah Kota yakni “Rasio temuan
BPK Rl yang ditindaklanjuti”.

Inspektorat Daerah juga telah menyusun indikator kinerja mandiri APIP yang berlaku
secara umum merujuk pada Renstra Inspektorat Provinsi Kaltim, Kementerian PAN dan RB,
Inspektorat BPKP maupun APIP lainnya. Indikator kinerja mandiri tersebut kemudian ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah.
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Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bontang
SPMI TARGET RENSTRA SKPD Potvt PROYEKSI
NO INDIKATOR STANDAR | IKK CATATAN ANALISIS
NASIONAL TAHUN | TAHUN |TAHUN | TAHUN| TAHUN | TAHUN | TAHUN | TAHUN
2015 2016 2017 | 2018 | 2015 2016 2017 2018
() )] @) @) 0] (6) M @) (10) (11) (12) (13) (15)
1. |Persentase jumlah SKPD yang capaian - - 80% 80% 80% 80% | 55,56% 80% 80% 80%
kinerianya atas pelaksanaan urusan
pemerintahan daerah memiliki tingkat
ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan dengan kategori “Baik” (IKU)
2. |Rasio temuan BPK yang telah - 100% | 100% 100% | 100% | 100% | 99,62% | 100% 100% 100%
ditindaklanjuti
3. |Persentase penyelesaian tindak lanjut - - 100% 100% | 100% | 100% 1% 100% 100% 100%
rekomendasi hasil pengawasan APIP (IKU)
4. |Persentase penurunan nilai  temuan - - 0,3% 0,3% 03% | 0,3% 0% 0,3% 0,3% 0,3%
1ketidakpatuhan hasil pemeriksaan LKPD
Kota Bontang terhadap realisasi belanja
APBD (IKU)
5. [Jumlah SKPD yang memiliki akuntabilitas - - 45 SKPD [ 45SKPD | 32PD | 32PD | 33SKPD |45SKPD | 32PD | 32PD
|kinerja minimal “CC” (IKU)
6. [Persentase kasus pengaduan masyarakat - - 100% 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% 100%
yang telah selesai ditindaklanjuti (IKU)
7. umlah SKPD yang telah melaksanakan - - 23 SKPD | 35 SKPD - - 23 SKPD | 35 SKPD - -
Penilaian Risiko dengan metoda CSA (IKU)
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2.3.ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGS! INSPEKTORAT DAERAH

Perubahan sistem manajemen kepemerintahan daerah dari asas sentralisasi menjadi
asas desentralisasi dan perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah dari fine item budgeting
menjadi performance based budgeting berdampak pula pada perubahan paradigma sistem
pengawasan intem yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP. UU Nomor 17 Tahun
2013 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
menekankan arti pentingnya sistem pengawasan intern dalam rangka penyelenggaraan
pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk mewujudkan tata kelola
keuangan daerah berdasarkan prinsip good governance.

Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004 juga
mengamanatkan pentingnya sistem pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan
efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka
mencapai tujuan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab, termasuk di dalamnya
penanganan pengaduan masyarakat sebagai wujud kontrol sosial.

Perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus dapat:

1. Memberkan keyakinan yang memadai (quality assurance) atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah;

2. Memberikan peringatan dini (early waming systemi) dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah (catalyst of change).

Isu-isu penting peran efektif Inspektorat Daerah selaku APIP adalah sebagai berikut;

1. Aspek Internal

Mengingat pentingnya sistem pengawasan intern sebagai bagian dari fungsi organik
manajemen kepemerintahan daerah, maka Inspektorat Daerah harus memiliki tingkat
kapabilitas yang baik. BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim telah melakukan evaluasi mandiri (self
assessment) pemetaan APIP pada Inspektorat Daerah kablkota se-Kaltm termasuk
Inspektorat Daerah Kota Bontang menggunakan metode Internal Audit Capability Model (IA-
CM) di tahun tahun 2014. Pemetaan APIP sangat diperlukan untuk membantu menentukan
tingkat kapabilitas yang tepat bagi APIP, karena Aktivitas Audit Internal (Al) menjadi bagian
integral dari tata kelola yang efektif di sektor publik sehingga dapat memberikan gambaran
kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bontang.
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Sesuai Laporan hasil evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim atas tata kelola Inspektorat
Daerah Kota Bontang tahun 2014 Nomor: LEV-183/PW17/3/2014 tanggal 18 Mei 2015 bahwa
tata kelola APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bontang berada di level 2 (infrastructure)
dari tingkatan 5 level yang ada. Adapun hasil penilaian per elemen tata kelola APIP
Inspektorat Daerah Kota Bontang adalah sbb:

Tabel 2.7
Penilaian Tata Kelola APIP Kota Bontang

NO. ELEMEN TATA KELOLA LEVEL

Peran dan Layanan (Service and Role of Internal Auditing) 2

Pengelolaan SDM (People Management)

Praktek Profesional (Professional Practice)

Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationships and Culture)

SIa(rlw N

2

1

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability) 2
2

2

Struktur Tata Kelola (Govemance Structures)

Beberapa permasalahan tata kelola APIP dalam meningkatkan kinerja pelayanan

Inspektorat Daerah adalah sbb:

a. Review secara periodik atas pelaksanaan kegiatan pengawasan belum dilaksanakan.

b.  Administrasi hasil pengawasan belum dilakukan secara optimal dan tindak lanjut hasil
rekomendasi audit yang diberikan belum seluruhnya diselesaikan oleh auditi yang
bersangkutan.

C. Inspektorat belum memiliki kualifikasi minimal dan prosedur rekrutmen APIP dil lingkungan
pemerintah Kota Bontang.

d. Kegiatan pengawasan belum sepenuhnya didukung dengan penerapan standar kendali
mutu.

e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mendukung tugas pengawasan belum
optimal.

f.  Penganggaran belum didasarkan proses penganggaran rencana pengawasan berbasis
resiko.

2. Aspek Eksternal
Isu penting penyelenggaraan tugas dan pokok Inspektorat Daerah terkait pelaksanaan
reformasi birokrasi yang efektif, efesien dan bersih masih terdapat beberapa masalah yang
perlu mendapat perhatian, antara lain:

28
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a. Sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah Kota Bontang belum
dilaksanakan secara memadai. Hal ini terlihat dari:

1). Pelaporan keuangan daerah berbasis akrual masih belum sepenuhnya berjalan
optimal.

2). Sistem pengendalian intern pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah
belum dilaksanakan secara memadai.

3). Masih terdapat kelemahan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan keuangan negara/daerah yang signifikan, baik yang bersifat administrasi
maupun finansial.

4). Kecukupan pengungkapan (adaquate disclosure) keuangan daerah belum
memadai.

b.  Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Kota Bontang belum berjalan

efektif

¢. Penyelenggaraan standar pelayanan publik belum berjalan efektif.

Sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan
Kota Bontang telah menerapkan prinsip-prinsip good governance sehingga diharapkan dapat
meningkatkan partispasi masyarakat (kontrol sosial) dalam pembangunan daerah dan
pemerintahan, maka terdapat isu penting terkait bidang Hukum dan Aparatur pada
pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif yang perlu mendapat perhatian, yakni:
a. Koordinasi, supervisi dan pencegahan pemberantasan korupsi pada pemerintah Kota

Bontang belum berjalan optimal yang terlihat dari:

1). Pengelolaan pendapatan daerah belum memadai.

2). Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya mempedomani
ketentuan yang berlaku.

3). Pelaksanaan APBD belum didukung perencanaan daerah yang memadai.

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD
Pemerintah Kota Bontang masih menyusun RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021.
Oleh karena itu, penyusunan RKPD dan RAPBD Kota Bontang Tahun 2017 mengacu pada
penjabaran visi dan misi pembangunan daerah tahun 2016-2021 yang telah disusun oleh Kepala
Daerah terpilih.
Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Bontang 2016-2021 yang merupakan
visi kepemimpinan daerah terpilih yaitu “Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim
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Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan
Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah tersebut, arah dan
kebijakan pembangunan akan dijawantahkan melalui tiga misi pembangunan daerah sebagai
berikut:

1. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumberdaya
manusia;

2. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup;
dan

3. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan
perekonomian berbasis sektor maritim,

Rancangan Awal RKPD Kota Bontang tahun 2017 mengangkat tema “Penguatan
sektor-sektor pembangunan daerah menuju pengembangan sektor ekonomi maritim untuk
perekonomian daerah yang berdaya saing”. Adapun arah kebijakan pembangunan daerah
dalam rancangan awal tersebut yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Renja Inspektorat
Daerah Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RKPD Kota Bontang tahun
2017 yang Menjadi Acuan Penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Daerah Tahun

2017
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
NO. DAERAH URAIAN
1. | Pokok - Pokok Pikiran DPRD Bidang:

Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

a. Memperbaiki kinerja  birokrasi dengan
mengoptimalkan ~ kinerja  pengawasan
internal.

b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi

2. | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | Prioritas:

Tata Pemerintahan

Sasaran Pembangunan Daerah:

a. Akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat

b. Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan
meningkat




Rancangan RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2017

BAB lll
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Perpes Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 menetapkan prioritas pembangunan dari Strategi

Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda

Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem

pengawasan intern adalah:

1.

Cita 2 “Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya” dengan penguatan kerangka kelembagaan difokuskan pada
mengoptimalisasi keberadaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat berperan sebagai
garda depan dalam upaya pencegahan korupsi.

Cita 4 “Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”

Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita terhadap kondisi yang diperiukan

antara lain:

1.

Peningkatan kepastian dan penegakan hukum

Meningkatkan ~efektivitas meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan
korupsi, dengan salah satu strategi Penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring
evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK).

Tata kelola dan reformasi birokrasi.

Sebagai implementasi Nawa Cita, maka tata kelola dan reformasi birokrasi akan terus
dimantapkan dan ditingkatkan melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah agar akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah semakin
membaik.

Salah satu isu strategis adalah Pengarusutamaan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, yang

diarahkan untuk penguatan kapasitas pemerintah dan perluasan ruang partisipasi masyarakat,

dengan penekanan pada:

a. Peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat dan
daerah.
b. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
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Adapun sasaran, program, dan indikator kinerja RPJMN Tahun 2016-2021 yang menjadi
mandat pemerintah daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola tersebut sbb:

Tabel 3.1

Sasaran, Program, dan Indikator kinerja RPJMN Tahun 2016-2021 Menjadi Mandat Pemerintah
Daerah Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

SASARAN TARGET
NO. PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA 2019
1. | Meningkatnya akuntabilitas, | Pembinaan, Pelaksanaan dan | WTP laporan keuangan kota 95%
transparansi, dan tertib | Pertanggungjawaban Keuangan
administrasi  pengelolaan | Daerah
keuangan daerah
2. | Meningkatnya  efektivitas | Program Koordinasi Pelaksanaan, | Instansi pemerintah kab/kota.|  50%
pelaksanaan, pemantauan | Pemantauan  dan  Evaluasi | yang akuntabel (skor B)
dan evaluasi reformasi | Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
birokrasi, akuntabilitas | Aparatur dan  Pengawasan
aparatur dan pengawasan | Wilayah
wilayah
3. | Terwujudnya birokrasi yang { Program Koordinasi Pelaksanaan, | Presentase pemerintah |  45%
bersih dan efesien Pemantauan dan  Evaluasi | daerah  kab/kota  yang
Reformasi Birokrasi memiliki  nilai  Indeks
Reformasi Birokrasi Baik
4. | Meningkatnya kemampuan | Program Bina Otonomi Dagerah Persentase Daerah | 70%
dan prakarsa pemerintahan Kabupaten/kota dalam
daerah terhadap pencapaian rangka Fasilitasi
kinerja dalam mendukung Pelaksanaan Evaluasi
pelaksanaan desentralisasi Penyelenggaraan
dan otonomi daerah Pemerintahan Daerah
(EPPD) berkinerja tinggi
berdasarkan EKPPD
5. | Meningkatnya Kualitas | Program Pembinaan SPIP K/LIP | Tingkat Maturitas SPIP Kota | Level3
Penerapan SPIP
K/IL/Pemda/Efektivitas  SPI
Korporasi serta
Meningkatnya Upaya
Pencegahan Korupsi
6. | Meningkatnya  Kapabilitas | Program  Pengawasan Intern | Tingkat Kapabilitas APIP | Level 3

Pengawasan Intem K/L/P

Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembangunan Nasional

Kota

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

menetapkan salah priortas dan sasaran pembangunan adalah hukum dan tata kelola dan

reformasi birokrasi. Sasaran pokok hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi

adalah menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektivitas pencegahan dan
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pemberantasan korupsi. Sasaran pokok penguatan tata kelola adalah meningkatnya
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif,
dan efisien, yang pada akhirnya mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

57 Sedangkan program ;:ﬁ)ritas pembangunan daerah Provinsi Kaltim yang menjadi mandat
bagi Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2016 adalah:

Tabel 3.2
Program Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 Menjadi Mandat
Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Bontang

SASARAN

NO. PEMBANGUNAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Terwujudnya  pemerintah | Program Pembinaan dan | Kab/kota memperoleh opini 50%
daerah yang bersih dan | Pengawasan Pemerintah Daerah | WTP
bebas KKN
2. | Meningkatnya kapasitas dan | Program  Peningkatan Kinerja | Predikat kinerja 60%
akuntabilitas kinerja | Pemerintah Daerah penyelenggaraan
pemerintah daerah dengan pemerintah daerah kab/kota
predikat B dengan kategori  Sangat

Tinggi

Sedangkan Renstra Inspektorat Provinsi Kaltim tahun 2013-2018 yang berkaitan dengan
tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bontang adalah:
1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi

APIP mencapai 100%

2. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan mencapai 100%
3. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan mencapai 100%

Dari uraian di atas, maka kebijakan nasional dan kebijakan provinsi Kaltim yang harus
dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bontang pada tahun 2017 dapat dirumuskan sbb:

33
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it



Rancangan RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2017
W

Tabel 3.3
Matrikulasi Telaahan kebijakan Nasional, Kebijakan Provinsi, Kebijakan Kota Bontang dan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016
RENSTRA INSPEKTORAT
NO. RPJMN 2015-2019 DAERAH DAN RPJMD PROVINs | KPP KOTACONTANGTAHUN | RENJA INSPEKTORAT INDIKATOR KINERJA
KALTIM TAHUN 2013-2018

1. | Kondisi yang diperlukan: Sasaran Pembangunan: Isu Strategis Pembangunan: Isu Strategis :

a. Peningkatan Kapasitas dan | a. Hukum Reformasi Birokrasi a. TataKelola APIP
Penegakan Hukum b. Reformasi Birokrasi dan Tata b. Reformasi Birokrasi

b. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kelola c. Hukum dan Aparatur

2. | Sasaran Strategis: Sasaran Strategis: Sasaran Strategis: Sasaran Strategis: Indikator kinerja tujuan:
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan, | Meningkatnya  kapasitas  dan | Meningkatnya akuntabilitas dan| Terwujudnya SAKIP yang efektif| Nilai SAKIP Kota Bontang
pemantauan dan evaluasi reformasi | akuntabilitas kinerja pemerintah | kinerja pemerintah daerah pada pemerintah Kota Bontang berpredikat B
birokrasi, akuntabilitas aparatur dan | daerah Indikator kinerja sasaran:
pengawasan wilayah Jumiah SKPD yang memilik
Program Prioritas: Program Prioritas: Program Prioritas: Program Urusan Wajib: akuntabilitas kinerja minimal
Program  Koordinasi  Pelaksanaan, | Program Peningkatan Kualitas | Program Pengembangan| Program  peningkatan  sistem B
Pemantauan dan Evaluasi Reformasi | Manejemen berbasis kinerja Akuntabilitas  Kinerja  Instansi| pengawasan internal  dan
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pemerintah pengendalian pelaksanaan
Pengawasan Wilayah kebijakan KDH

3. | Sasaran Strategis: Sasaran Strategis: - Sasaran Strategis : Indikator kinerja tujuan:
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan | Terwujudnya pemerintah daerah Terwujudnya efektivitas | Nilai  Indeks  Reformasi

efesien

Program Prioritas:

Program  Koordinasi  Pelaksanaan,
Pemantauan dan Evaluasi Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan Wilayah

yang bersih dan bebas KKN

Program Prioritas :

Program  Pengembangan
Integritas

Zona

pelaksanaan reformasi birokrasi
di lingkungan pemerintah Kota
Bontang

Program Urusan Wajib:

Program  peningkatan  sistem
pengawasan internal  dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH

Birokrasi kategori B
Indikator kinerja sasaran:

a. Nilai evaluasi PMPRB
Kota Bontang kategori B

b. Jumlah SKPD yang

telah  berpredikat ZI
menvju  WBK/WBBM
sebanyak 1 SKPD
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RENSTRA INSPEKTORAT

NO. RPJMN 2015-2019 DAERAH DAN RPJMD PROVINS| | RIPD KOTABONTANG TAHUN |- RE e B o INDIKATOR KINERJA
KALTIM TAHUN 2013-2018

4. | Sasaran Strategis : Sasaran Strategis : Sasaran Strategis: Sasaran Strategis : Indikator kinerja tujuan:
Meningkatnya kemampuan dan prakarsa | Meningkatnya kinerja | Terwujudnya pemerintah daerah| Meningkatnya kinerja dan | Nilai EKPPD berpredikat
pemerintahan daerah terhadap | penyelenggaraan pemerintah | yang bersih dan bebas KKN pemanfaatan hasil pengawasan | Sangat Tinggi (ST)
pencapaian kinerja dalam mendukung | daerah intern pemerintah daerah Kota | |ngikator kinerja sasaran:
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi Bontang
daerah a. Jumlah SKPD yang

capaian kinerjanya
Program Prioritas: Program Prioritas: Program Prioritas : Program Urusan Wajib: memiliki tingkat ketaatan
Program Bina Otonomi Daerah Program  Peningkatan  Kinerja | Program peningkatan sistem | Program peningkatan sistem dengan ka:egon “Baik”
Pemerintah Daerah pengawasan internal  dan | pengawasan internal  dan sebesar 80%
pengendalian pelaksanaan | pengendalian pelaksanaan | b. Rasioc  temuan BPK
kebijakan KDH kebijakan KDH yang ftelah  selesai
ditindaklanjuti  sebesar
80%

5. | Sasaran Strategis: Sasaran Strategis: Sasaran Strategis: Indikator kinerja tujuan:
Meningkatnya akuntabilitas, | Terwujudnya pemerintah daerah Terwujudnya akuntabilitas| Opini LKPD berpredikat
transparansi, dan tertib administrasi | yang bersih dan bebas KKN keuangan daerah Pemerintah Kota| WTP
pengelolaan keuangan daerah Bontang yang baik Indikator kinerja sasaran:
Program Prioritas : Program Prioritas : Program Urusan Waijib: a. Angka salah saji neraca
Program Pembinaan, Pelaksanaan dan | Program Pembinaan dan Program  peningkatan  sistem LKPD K:)ta Bontang
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah | Pengawasan Pemerintah Daerah pengawasan internal  dan sebesar 3%

pengendalian pelaksanaan| b. Nilai temuan
kebijakan KDH ketidakpatuhan  hasil
pemeriksaan LKPD Kota
Bontang terhadap

realisasi belanja APBD
sebesar 0,3%
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RENSTRA INSPEKTORAT

NO. RPJMN 2015-2019 DAERAH DAN RPJMD PROVINS| | RO KOTASTITANGTAHUN | - RENLIE INSPEKTORAT INDIKATOR KINERJA
KALTIM TAHUN 2013-2018
6. - Sasaran Strategis: Sasaran Strategis: Sasaran Strategis: Indikator kinerja tujuan:
Terwujudnya pemerintah daerah | Terwujudnya pemerintah daerah| Terwujudnya efektivitas| Nilai  Indeks  Persepsi
yang bersih dan bebas KKN yang bersih dan bebas KKN pelaksanaan pencegahan dan| Korupsi (IPK) Kota Bontang
pemberantasan  korupsi (PPK)| mencapai skala 5
Kota Bontang Indikator kinerja sasaran:
- Program Prioritas : Program Prioritas: Program Prioritas: Jumlah capaian
Program  Pencegahan  dan | Program  peningkatan sistem | Program  peningkatan sistem | keberhasilan AD PPK Kota
Pemberantasan KKN pengawasan intemal  dan | pengawasan intemal  dan 90"'3"9 de{\gan P’ed'kft
pengendalian pelaksanaan | pengendalian pelaksanaan | ‘Memuaskan’sebesar 100%
kebijakan KDH kebijakan KDH
7. - Sasaran Strategis : Sasaran Strategis : Indikator kinerja sasaran:
Meningkatnya penyelesaian tindak Meningkatnya  kinerja dan | Persentase  penyelesaian
lanjut hasil pengawasan pemanfaatan hasil pengawasan | tindak lanjut rekomendasi
intern pemerintah daerah Kota | hasil pengawasan  APIP
Bontang sebesar 100%
- Program Urusan Wajib: Program Urusan Wajib:
Program Peningkatan Penyelesaian Program  peningkatan  sistem
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pengawasan intemal  dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
8. - - Sasaran Strategis: Sasaran Strategis: Indikator kinerja sasaran:
Meningkatnya transparasi dan} Meningkatnya efektivitas | Persentase kasus
akuntabilitas penyelenggaraan| penanganan kasus pengaduan | pengaduan masyarakat
pemerintahan masyarakat yang responsif yang telah selesai
- - Program Prioritas: Program Prioritas: ?gng;aklamuu sebesar
Program mengintensifkan | Program pengintensifikasian
penanganan pengaduan | penanganan pengaduan
masyarakat masyarakat
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RENSTRA INSPEKTORAT

NO. RPJMN 2015-2019 DAERAH DAN RPJMD PROVINS! | RKPD KOTA BONTANG TAHUN RAERAN AN INDIKATOR KINERJA
KALTIM TAHUN 2013-2018
9. | Sasaran Strategis: Sasaran Strategis: Sasaran Strategis: Indikator kinerja tujuan:
| Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Terwujudnya pemerintah daerah| Terwujudnya penerapan  SPIP| Nilai kematangan
K/L/Pemda/Efektivitas SPI  Korporasi yang bersih dan bebas KKN Kota Bontang (Maturitas) SPIP  Kota
serta Meningkatnya Upaya Pencegahan Bontang pada Level 3
Program Prioritas: Program Prioritas: Program Prioritas: Indikator kinerja sasaran:
Program Pembinaan SPIP K/L/P Program penyelenggaraan SPIP | Program penyelenggaraan SPIp | Nilai kematangan
% ogram penyelengg gram penyelengg (Maturitas) SPIP  Kota
Bontang pada Level 2
10. | Sasaran Strategis: - Sasaran Strategis: Sasaran Strategis: Indikator kinerja tujuan:
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Meningkatnya transparasi dan | Terwujudnya efektivitas | Tingkat tata kelola APIP

Intern K/L/P

Program Prioritas:

Program Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan
Pembangunan Nasional

akuntabilitas
pemerintahan

penyelenggaraan

Program Prioritas

a. Program peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan  aparatur
pengawasan

b. Program penataan  dan
penyempumnaan  kebijakan
sistem  dan prosedur

pengawasan

perencanaan pengawasan dan
pengelolaan tugas pengawasan
daerah

Program Prioritas

a. Program peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan  aparatur
pengawasan

b. Program penataan dan
penyempurnaan  kebijakan
sistem dan prosedur
pengawasan

Kota Bontang (Intemal Audit
Capability Leveling) pada
“level 3"

Indikator kinerja sasaran:

a. Tingkat tata kelola
APIP Kota Bontang

(Intemal Audit
Capability ~ Leveling)
pada “level 2"

b. Capaian cakupan
pengawasan  daerah
sebesar 80%
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3.2, TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Memperhatikan hasil telaahan kebijakan nasional. kebijakan provinsi dan kebijakan
pemerintah Kota Bontang tahun 2016, Rencana Kinerja Tahunan (RKT/Renja) tahun 2016 yang
disusun masih relevan terhadap Renstra Inspektorat Daerah tahun 2011-2016. Adapun tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Tahun 2016 sebagaimana terlampir pada lampiran

34.

Tabel 3.4
Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan) Inspektorat Daerah Tahun 2017

No. Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Program Strategis
1. | Meningkatkan Meningkatnya a.1. Jumlah SKPD yang | 80% | Program peningkatan
akuntabilitas  capaian kinerja dan capaian kinerjanya sistem pengawasan
kinerja pemanfaatan hasil memiliki tingkat internal dan
penyelenggaraan pengawasan intern ketaatan  dengan pengendalian
urusan  pemerintahan pemerintah daerah kategori “Baik” pelaksanaan
daerah Kota Bontang Kota Bontang a2 Rasio temuan BPK | 90% kebijakan KDH
yang telah selesai
Indikator Kinerja ditindaklanjuti
Tujuan: a3. Jumiah 100%
a. Nilai  evaluasi penyelesaian tindak
kinerja lanjut rekomendasi
penyelengaraan hasil pengawasan
pemerintahan APIP
ﬂigah (ggizr?g Terwujudnya b.1. Angka salah saji! 3%
dengan predikat akuntabilitas neraca LKPD Kota
“Sangat Tinggi" pengelolaan Bontang
) keuangan daerah b.2. Nilai ; 0.3%
b.  Opini LKPD Kota kota Bontang yang [ < @ emuan | O,
Bontang baik ;zt;ﬁak%ea};laﬁr;saan
berpredikat WTP LKPD Kota Bontang
c. Nilai  evaluasi terhadap  realisasi
penerapan SAKIP belanja APBD
Kota  Bontang -
berpredikat *B" Terwujudnya SAKIP | Jumlah SKPD yang | 32PD
yang efektif pada | memiliki akuntabilitas
pemerintah  Kota | kinerja minimal “B"
Bontang
2. | Mewujudkan tata kelola Terwujudnya Jumlah capaian AD PPK | 100% | Program peningkatan
kepemerintahan yang efektivitas Kota Bontang dengan sistem pengawasan
bak (prinsip  good pelaksanaan predikat “Memuaskan" internal dan
govemance) di penanggulangan pengendalian
lingkungan pemerintah dan  pencegahan pelaksanaan
Kota Bontang korupsi (PPK) Kota kebijakan KDH
Bontang
Indikator Kinerja Terwujudnya zona | Jumlah SKPD yang telah 1
Tujuan: integritas di | berpredikat ZI menuju [ SKPD
a. Indeks RB Kota g;?r‘:::g?anh Kota WBKMWBEM
Bontang dengan Bontang

kategori “baik”




Rancangan RENJA Inspektorat Daerah Tahun 2017

No. Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Program Strategis
b. Tingkat maturitas | ¢ Terwujudnya Nilai evaluasi PMPRB| B
SPIP Kota efektivitas Kota Bontang
Bontang dengan pelaksanaan
Level 3 reformasi  birokrasi
di lingkungan
pemerintah  Kota
Bontang
d. Meningkatnya Jumlah kasus pengaduan | 100% | Program
efektivitas masyarakat yang felah pengintensifikasian
penanganan kasus | selesai ditindaklanjuti penanganan
pengaduan pengaduan
masyarakat  yang masyarakat
responsif
e. Terwujudnya Tingkat maturitas SPIP | Level 2 | Program
penerapan  SPIP | Kota Bontang penyelenggaraan
Kota Bontang SPIP
Meningkatkan Meningkatnya Tingkat tata kelola APIP | Level2 | a. Program
kapabilitas Inspektorat | kapabilitas Inspektorat | Kota Bontang (Internal peningkatan
yang profesional dan Audit Capability Leveling) profesionalisme
kompeten tenaga
pemeriksa  dan
__— aparatur
Indikator Kinerja pengawasan
Tujuan:
Tingkat tata kelola APIP b.--Program
penataan  dan
Kota Bontang (/nternal envemoumaan
Audit Capability penyempur:
Leveli da ‘level 3" kebijakan sistem
eveling) pada fleve dan  prosedur
pengawasan
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3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Berdasarkan Rancangan RKPD Kota Bontang tahun 2017, maka program dan kegiatan yang
dirancang oleh Inspektorat Daerah di tahun 2017 sbb:
Program Penunjang
1. Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pelayanan perkantoran dan
kepegawaian dalam rangka tugas pengawasan dengan kegiatan antara lain:
Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik;
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
Penyediaan ATK;
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

— o a8 o T o

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja;

o @

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
j.  Penyediaan Bahan Logistik Kantor:;
k. Penyediaan Makanan dan Minuman;
|l Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
m. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang memadai
dalam rangka tugas pengawasan. dengan kegiatan antara lain:
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
b.  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
¢. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
d. Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai dengan kegiatan Pengadaan
Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dengan kegiatan antara lain:
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
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c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan intemal keuangan. penganggaran.
perencanaan program dan evaluasi kinerja dalam rangka tugas pengawasan. dengan
kegiatan antara lain:
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
b.  Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran;
¢c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Program Prioritas
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran pengawasan intern dan pemanfaatan hasil
pengawasan intern pemerintah Kota Bontang yang terintegrasi, efektif dan efesien dengan
kegiatan antara lain: .
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;
Koordinasi Pengawasan YangLebih Komprehensif;

a.

b.

C.

d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;

e. Optimalisasi dan Evaluasi LP2P bagi PNS;

f.  Peningkatan Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja;

g. Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah;

h. Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan;
i.  Monitoring dan Evaluasi Implementasi RAD-PK Kota Bontang;

j. Rekonsiliasi Temuan Hasil Pemeriksaan;

k. Monitoring Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Bontang;

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawas
Program ini bertujuan untuk meningkatkan SDM Pengawasan sesuai kompetensi yang
dipersyaratkan dengan kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan.

3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Program ini bertujuan untuk menyediakan dukungan sistem informasi pengawasan yang
handal berbasis teknologi informasi, dengan kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan.
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4. Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kontrol sosial masyarakat dan menumbuhkan
kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dan
pemerintahan Kota Bontang dengan kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat
Kota Bontang.

5. Program Penyelenggaraan SPIP
Program ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi SPIP pada Pemerintah Kota
Bontang dengan kegiatan:
a. Pelaksanaan Diagnostic Assesment SKPD
b. Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIP

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelesaian urusan kepegawaian JF APIP pada
Inspektorat Kota Bontang dengan kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.
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BAB IV
PENUTUP

Rancangan Renja Inspektorat Daerah Kota Bontang menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pengawasan daerah sebagai wujud
nyata dari tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan Good Governance dan meningkatkan
partisipasi masyarakat sesuai tujuan otonomi daerah dalam arti luas. Output Rencana Kerja
Inspektorat Daerah Kota Bontang adalah Program Tahunan Inspektorat Daerah Kota Bontang yang
sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Inspektorat Daerah Kota Bontang.

Rancangan Renja Inspektorat Daerah Kota Bontang Inspektorat Daerah Kota Bontang selain
menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja
Inspektorat Daerah. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017, Rancangan Renja juga
memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan
rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh pegawai Inspektorat Daerah
Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.




KOTA : BONTANG
NOMOR H
TANGGAL :08/03/2016

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017

INSPEKTORAT KOTA BONr}I:\NG

0 5.935.702.000
0 URUSAN NON BIDANG 5.935.702.000, 7.022.823.000
0 01 |PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI |Tata Pemerintahan Akuntabilitas kinerja 569,856,000 660,000,000
PERKANTORAN pemerintah i
0 01| 18 |Rapat-Rapat Koordinasi dan Inspektorat Jumlah rapat koordinasi (12 bulan Persentase 100% 569.856.000APBD Kota ﬁﬁﬂ.ﬂon.mdinspekmmt
Konsultasi Ke Luar Daerah Daerah Kota dan konsultasi partisipasi Bontang
Bontang I ggaraan urusan Inspektorat dalam
administrasi umum kegi
pemerintah Kota penyelenggaraan
Bontang yang telah urusan adminsitrasi
dilakukan umum pemerintah
Kota Bontang
5] 01 [PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI [Tata Pemerintahan Akuntabilitas kinerja Persentase penyelesalan |% 42,000,000 78.000.000,
PERKANTORAN pemerintah meningkat dukungan operasional
dan rumah tangga
|kantor sesual standar
0 01 | 02 |Penyediaan Jasa Komunikasi, Inspektorat umlah taglhan telepon  (bulan Persentase tagihan (% 42,000.000/APBD Kota 78.000.000(Inspektorat
Sumber Daya Alr dan Listrik Daerah Kota dan internet yang telepon dan internet Bontang
Bontang dibayarkan yang dibayarkan
secara tepat waktu
dan tanpa denda
0 01 |PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS! [Tata Pemerintahan  [Akuntabilitas kinerja Persentase penyelesalan[100% 14,287.000/ 14.287.000
PERKANTORAN p intah meningkat pelayanan dukundan
operasional kerja dan
rumah tangga kantor
sesual standar
0 01| 16 [Penyediaan Bahan Logistik Kantar Inspektorat umiah alat dan bahan 12 bulan P 100% 14,287,000APBD Kota 14.287.000! Inspektarat
Daerah Kota kebersihan kantor yang kebutuhan alat dan Bontang
Bontang dipenuhl bahan kebersihan
kantor yang dipenuhi
] 01 |PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS! [Tata Pemerintahan Akuntabilitas kinerja Persentase penyelesalan|100% 143.614.000] 175,000,000
PERKANTORAN pemerintah meningkat pelayanan dukungan
loperasinal kerja dan
rumah tangga kantor
sesual standar
0 01| 10 [Penyediaan Alat Tufls Kantor Inspektorat umiah pengadaan ATK |item Persentase 100% 143,614,000 APBD Kota 175.000.000 Inspektorat
Daerah Kota yang dilaksanakan kebutuhan ATK yang Bontang
|Bontang dapat dipenuhl
selama setahun
sesual standar
0 01 [PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS] [Tata P intah kuntabllitas kinerja Persentase penyelesalan {100% 751,742.400 856.236,000
PERKANTORAN pemerintah meningkat pel duk d
operasional kerja dan
rumah tangga kantor
sesual standar L
0 01 | 06 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan \Inspektorat umlah perljinan 20 unit Persentase jumlah  [100% 25.600.000{APBD Kota 35.000.000Inspektorat
Perizinan Kendaraan Daerah Kota kendaraan dan pajak perljinan kendaraan Bontang
Dinas/Operasional Bontang kendaraan dinas yang dan pajak kendaraan
telah diselesaikan dinas yang telah
diselesalkan secara
tepat waktu dan
tanpa denda
0 01 | 11 [Penyediaan Barang Cetakan dan {Inspektorat umlah barang cetakan (13 item Presentase 100% 215.679.000APBD Kota 240.000.000|Inspektorat
Penggandaan Daerah Kota dan penggandaan yang kebutuhan barang Bontang
Bontang |dipenuhi cetakan dan
penggandaan yang
dipenuhi
0 01| 12 |Penyediaan Komponen Instalasi \Inspektorat umlah penyediaan 12 bulan Presentase jumlah  |100% 5.156.000,APBD Kota 5.156.000|Inspek
Listrik/Penerangan Bangunan Daerah Kota komponen instalasi ruang kerja yang Bontang
Kantor Bontang listrik dan penerangan memenuhi standar
ruang kantor
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01 | 13 [Penyediaan Peralatan dan Inspektorat umlah pengadaan 2 Jenis aset Presentase jumlah  [100% 365.927.400/APBD Kota 400.000.000Inspektorat
Perlengkapan Kantar Daerah Kota peralatan dan pengadaaan Bontang
Bontang perlengkapan kantor peralatan dan
yang dilaksanaka peralatan kantor
yang dilaksanakan
sesuai standar
01| 14 [Penyediaan Peralatan Rumah Inspektorat JJumlah kebutuhan 5 item Persentase 100% 8.260.000APBD Kota B.Zﬁ0.0UE'Inspekmrat
‘Tangga Daerah Kota peralatan dapur dan kebutuhan peralatan Bontang
Bontang rumah tangga kantor dapur dan rumah
yang dipenuhl tangga yang
terpenuhi dengan
kualitas baik
01| 15 [Penyediaan Bahan Bacaan dan Inspektorat lumlah kebutuhan medial12 bulan Presentase 100% 17.820.000APBD Kota 17.820.000 Inspektorat
P Perund jangan Daerah Kota massa yang dipenuhi P fe Bontang
Bontang informasi dari media
massa untuk
pelaksanaan tugas
pengawasan
01|17 [Penyediaan Makanan dan Inspektorat Jlumlah konsumsl tamu |12 bulan Persentase 100% 113.300,000/APBD Kota 150,000.000]Inspekiorat
Minuman Daerah Kota dan rapat yang dipenuhl kebutuhan kansums| Bontang
Bontang tamu dan rapat yang
dipenuhl
01 [PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI [Tata Pemerintahan Akuntabllitas kinerja Persentase penyelesaian|% 8.400.000 9,200,000
PERKANTORAN pemerintah meningkat urusan ketatausahaan
dan kepegawalan sesual
standar dan tepat waktu
01| 01 [Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota Bontang lumlah keglatan surat ~ |bulan 8.400.000/APBD Kota 9.200.000(Inspektorat
menyurat yang Bontang
01 [PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI [Tata Pemerintahan Akuntabllitas kinerja [Presentase penyelesaian 100% 1.975.200.000 2.000,000.000
PERKANTORAN pemerintah meningkat {cakupan pengawasan
daerah sesuai penetapan
kinerja tahun 2016
01| 19 Penyediaan |asa Tenaga Inspektorat llumlah kebutuhan 2 orang Presentase jumlah  [100% 1.975.200.000APBD Kota 2.000.000.000|Inspektorat
IAdministrasi/Teknis Perkantoran Daerah Kota tenaga administrasl Non tenaga administras Bontang
Bontang PNS yang dipenuhl Non PNS yang
dipenuhl sesuai
kebutuhan
umlah tambahan 43 PNS
penghasllzn pegawal
tidak tetap (TTPT2) PNS
yang dipenuhl
02 [PROGRAM PENINGKATAN SARANA Tata Pemerintahan Akuntabllitas kinerja 251.320.001 600,000.000
DAN PRASARANA APARATUR pemerintah meningkat
02 | 05 [Pengadaan Kendaraan Inspektorat umlah pengadaan 1 Persentase jumlah  |100% 251.320.00(1»50 Kota 600.000.000 Inspektorat
Dinas/Operasional Daerah Kota kendaraan dinas yang tengldaun Bontang
Bontang selesal dilaksanakan endaraan dinas
yang selesal
dilaksanakan sesual
dengan RKBU
02 |PROGRAM PENINGKATAN SARANA  [Tata Pemerintahan  [Akuntabllitas kinerja Raslo sarana dan 100% 39,674.000] 40.000.000)
DAN PRASARANA APARATUR pemerintah meningkat prasana yang tersedia
dengan kebutuhan
pegawai sesuai standar
kualitas pelayanan yang
baik
02 | 52 [Pemeliharaan Rutin/Berkala Inspektorat lumlah peralatan kantor 26 unit Persentase jumlah  {100% 39.674.000/APBD Kota 30.000.000/Inspektorat
Peralatan dan Perlengkapan Daerah Kota yang dipelihara peralatan kantor Bontang
Kantor Bontang yang dapat
idigunakan dan
memenuhi standar
peralatan kerja yang
balk
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA Kualitas dan Relevansi |Peningkatan daya saing dan| Raslo sarana dan 100% 16.221.600| 17.500.000)
DAN PRASARANA APARATUR Pendidikan |prestasi siswa pada semua prasarana yang tersedla
\lenjang pendidikan dengan kebutuhan
pegawai sesual standar
kualitas pelayanan yang
baik
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Pemeliharaan Rutin/Berkala Inspektorat Jlumlah pemerliharaan |1 tahun Tingkat pemenuhan
Gedung Kantor Daerah Kota |gedung kantor yang gedung kantor yang
Bontang dilaksanakan memenuhi standar
kerja
02 |PROGRAM PENINGKATAN SARANA {Tata Pemerintahan \Akuntabilitas kinerja Rasio sarana dan 100% 577.140.001 650.000.000
DAN PRASARANA APARATUR pemerintah meningkat prasarana yang tersedia
d kebutuhan
pegawai sesual standar
|kualitas yang baik
02 | 23 |Pemeliharaan Rutin/Berkala Inspektorat Jumiah kendaraan dinas |20 unit Presentase jumlah  [100% 577.140.000APBD Kota 650.000.000 Inspektorat
Kendaraan Dinas/Operasional Daerah Kota yang dirawat secara kendaraan dinas Bontang
Bontang rutin selama setahun yang memenuhi
standar kelayakan
operasional dengan
kategar baik
03 [PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Kualitas dan Relevansl |Peningkatan daya saing dan Tingkat partisipasi 100% 85.770.00 88.000.000|
IAPARATUR Pendidikan prestas| siswa pada semua pegawai Inspektorat
jenjang pendidikan Daerah dalam mengikuti
peringatan hari-hari
besar tertentu dengan
kategori *Memuaskan’
03 | 05 |Pengadaan Pakaian Khusus Hari- {Inspektorat lumlah pengadaan 45 orang Persentase 100% 85.770.000(APBD Kota £8.000.000|Inspel
Hari Tertentu Daerah Kota |pakalan harl-harl partisipasi pegawal
Bontang tertentu yang Inspektorat Daerah
dilaksanakan dalam mengikuti
perayaan hari-hari
besar tertentu
pemerintah Kota
Bontang
05 |PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS [Tata Pemerintahan |Akuntatllitas kinerja 1,379.873.000| 1.750.000.000;
SUMBER DAYA APARATUR pemerintah meningk
05 | 01 |Pendidikan dan Pelatihan Formal |Inspektorat umlah pegawai 45 orang Persentase pegawal |100% 1,379.873.000/APBD Kota 1,750,000.000/Inspektorat
Daerah Kota Inspektorat Daerah yang pektorat Daerah Bontang
Bontang menglkuti diklat sesuai yang memilki
kompetensinya sertifikat kompetensi
sesual deskripsl
tugasnya
05 |PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS (Tata Pemerintahan  |Akuntabilitas kinerja Persentase jumlah 100% 28.562.000 30.000.000
SUMBER DAYA APARATUR pemerintah meningkat pegawal Inspektorat
yang menglkuti diklat
|sebanyak 5% waktu
kerja h
05 | 02 [Soslalisasi Peraturan Perundang- Inspektorat Jlumlah pegawai 45 orang Persentase jumlah  [100% 28,562,000APBD Kota 30.000.000|Inspektorat
undangan Daerah Kota Inspektarat Daerah yang pegawal Inspektorat Bontang
Bontang mengikuti soslalisasi Daerah dapat
melaksanakan
pengawasan sesual
standar
05 |PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS |Tata Pemerintahan Akuntabllitas kinerja [Persentase Jumlah SKPD (80% 49.442.000 $2.000.000
SUMBER DAYA APARATUR pemerintah meningkat yang capaian kinerjax
'memiliki tingkat
ket 1 terhadap
peraturan perundang-
|undangan dengan
|kategori “Baik"
05 | 42 |Workshop Implementasi Inspektorat {lumlah SKPD yang 47 SKPD Perseentase jumlah |100% 49.442.000APBD Kota 52.000.000nspektorat
Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kota mengikuti workshop pelaksana SKPD Bontang
Bontang yang memiliki
pemahaman
pengelolaan tupoksi
sesual ketentuan
06 |PROGRAM PENINGKATAN [Tata Pemerintahan Akuntabilitas kinerja Persentase konsistensi  [100% 600.000| 600.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN pemerintah meningkat capaian kinerja tahunan
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Inspektorat Daerah
dengan penugasan
RPJMD Kota Bontang
2016-2021
06 | 10 [Penyusunan Renja SKPD Inspektorat llumlah dokumen Renja |1 laporan 600.000APBD Kota 600.000Inspektorat
Daerah Kota Inspektorat Daerah Bontang
Bontang tahun 2018 yang telah
disusun

hal. 3 dari 7



{ ] | 4 : ;
0| 0| 06 |PROGRAM PENINGKATAN Tata Pemerintahan  |Akuntabilitas pengelolaan Persentase laporan 100% 750.001
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN k g gk keuangan Inspektorat
(CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN sesuai standar akuntans|
pemerintah (SAP)
0| 0| 06 | 04 [Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat umlah laporan 1 laporan Persentase 100% 750.000APBD Kota 750.0natrspeklnrat
Akhir Tahun Daerah Kota keuangan akhir tahun pelaporan keuangan Bontang
Bontang Inspektorat sesual
standar akuntans
pemerintah (SAP)
0] 0 | 06 |PROGRAM PENINGKATAN Tata Pemerintahan  |Akuntabllitas kinerja |Tingkat representasi 100% 500.000] 500,000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN pemerintah meningkat SAKIP Inspektorat
(CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Daerah dengan kategori
"Balk*
0| 00611 |Penyusunan Laporan Inspektorat umiah LKIP Inspektorat |1 Laporan Persentase 100% 500.000APBD Kota 500.000 Inspektorat
Akuntabilitas Daerah Kota Daerah yang telah penyusunan LKIP Bontang
Bontang disusun waktu Inspektorat Daerah
sesuai standar
0|0 |06 PROGRAM PENINGKATAN Tata Pemerintahan  |Akuntabilitas pengelolaan Tingkat representasi 100% 750.000 750.000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN keuangan meningkat SAPD Inspektorat Daerah
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN dengan kategori " Balk"
00| 06|02 |Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat lumlah laporan 1 laporan ngkat representasi [100% 750.000APBD Kota 750.000/Inspektorat
1 dan P I Daerah Kota |keuangan semesteran SAKP Inspektorat Bontang
Realisasl Anggaran Bontang dan prognosis realisasl Daerah dengan
S ) anggaran kategarl "Balk"
1 JURUSAN WAJIB 5.205.305.000] 6.187.910.000,
1 |20/URUSAN OTONOMI DAERAH, 5.205.305.000 6,187.910.000
PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEU,
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1)20] 20 [PROGRAM PENINGKATAN SISTEM Tata Pemerintahan Akuntabilitas kinerja 609.906.000] 700.000.000
PENGAWASAN INTERNAL DAN pemerintah meningkat
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KDH
1(20| 20| 07 |Koordinasl Pengawasan Yang Inspektorat llumlah rapat kerja, 1 tahun 609.906.000/APBD Kota 700.000,000|Inspektorat
Lebih Komprehensif Daerah Kota koordinasl dan Bontang
Bontang konsultasi pelaksanaan
tugas pengawasan
bt \daerah yang dilkuti
1|20| 20 [PROGRAM PENINGKATAN SISTEM |Tata Pemerintahan Akuntabllitas kinerja Capalan keberhasilan ~ [100% 127.664.000 150.000.000
PENGAWASAN INTERNAL DAN pemerintah meningkat RAD PK Kota Bontang
PENGENDALIAN PELAKSANAAN dengan predikat
| | | [KEBIAKAN KDH "Memuaskan®
1/20| 20 | 18 |Monitoring dan Implementasi Inspektorat umlah laporan 4 laporan Persentase RAD PK  |100% 127.664.000APBD Kota 150.000.000 Inspektorat
Rencana Aks| Daerah Daerah Kota pemantauan RAD PK Kota Bontang yang Bontang
Pemberantasan Korupsl (RAD PK) Bontang yang diterbitkan selesal
| || ditindaklanjutl
120/ 20 [PROGRAM PENINGKATAN SISTEM Tata Pemerintahan Akuntabilitas kinerja Hasll evaluasi PMPRB 100% 110.044.00 120.000.00
PENGAWASAN INTERNAL DAN {pemerintah meningkat Kota Bontang kategori B
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
120| 20 | 23 [Monitoring Penilalan Mandirl Inspektorat Jumilah laporan 2 laperan Hasll evaluasi PMPRB{100% 110.044,000/APBD Kota 120.000.000/Inspektorat
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Daerah Kota semesteran PMPRB Kota Bontang Bontang
Kota Bonta Bontang kategori B
1|20] 20 |PROGRAM PENINGKATAN SISTEM [Tata Pemerintahan Akuntabilitas kinerja Persentase jumiah SKPD |80% 153.751.000 244,550,000
PENGAWASAN INTERNAL DAN pemerintah meningkat yang capaian kinerjanya
PENGENDALIAN PELAKSANAAN memiliki tingkat
KEBIJAKAN KDH ketaatan terhadap
pelaksanaan tugas dan
fungsi penyelenggaraan
urusan pemerimtahan
Kota Bontang terhadap
peraturan perundang-
undangan dengan
kategori "Baik® L
1120| 20 | 09 |Optimalisasi dan Evaluasi LP2P Inspektorat umlah laporan 2 Laporan Persentase jJumlah  [100% 153,751,000 APBD Kota 244.550.000{Inspektorat
bagi PNS Daerah Kota monitoring LP2P Kota PNS Kota Bontang Bontang
Bontang Bontang yang disusun wajib LP2P yang
menyampaikan LP2P
secara benar dan
tepat waktu
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| Urusan/Bidang Urusan
/ iyl

Pemerintahan

~indikalor kinerla

PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH

pemerintah meningkat

capaian kinerjanya
sesuai target dan
memilki tingkat ketaatan
atas pelaksanaan tugas
dan fungsi

ggaraan urusan

peraturan perundang-
undangan dengan
kategori "Baik"

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM \Akuntabilitas kinerja Persentase jumiah SKPD [B0% 1.637.805.000]
PENGAWASAN INTERNAL DAN pemerintah meningkat yang capaian kinerjanya
PENGENDALIAN PELAKSANAAN sesuai dengan target
KEBIJAKAN KDH dan memiliki tingkat
ketaatan pelaksanaan
tugas dan fungsi
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah
terhadap peraturan
perundang-undangan
d kategori "Baik"
01 |Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Jumlah penyelesaian 47 Qbrik Persentase cakupan 1.637.805.000,APBD Kota 2.000.000.000{Inspektorat
Secara Berkala Daerah Kota pemeriksaan reguler pengawasan sesual Bontang
Bontang SKPD PKPT Kota Bontang
tahun 2017 yang
diselesalkan secara
tepat waktu
Jumlah penyelesaian |47 Obrik
monitoring kas,
persediaan dan aset
SKPD
Jumlah penyelesalan  [47 Obrik
monitoring kas,
persediaan dan aset
sekolah
umlah penyelesaian 3 Obrik
monltoring penyelesalan
latan fisik SKPD
umlah penye 2 Obrik
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM \Akuntabilitas kinerja Persentase jumiah SKPD |100% 30.300.000 33.000.000
PENGAWASAN INTERNAL DAN pemerintah meningkat yang tingkat ketaatan
PENGENDALIAN PELAKSANAAN pelaksanaan tugas dan
KEBIJAKAN KDH ifungsl penyelenggaraan
urusan pemerintahan
daerah terhadap
peraturan perundang-
undangan dengan
kategorl "Balk"
15 |Optimalisasl Peningkatan Inspektorat Jumlah laparan Persentase temuan 30.300,000APBD Kota 33.000.000 Inspektorat
Kepatuhan Pada Peraturan Daerah Kota penyelesalan temuan keuangan Bontang
Perundang-Undangan Bontang keuangan negara/daerah yang
negara/daerah telah ditindaklanjuti
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM Akuntabllitas pengelolaan Persentase keuangan  |100% 93.050.000 120.000.000
PENGAWASAN INTERNAL DAN keuangan meningkat LKPD Kota Bontang
PENGENDALIAN PELAKSANAAN terhadap SAP
KEBIJAKAN KDH
12 limp | Sistem Ak Inspektorat lumlah LHR LKPD Kota |1 laporan Persentase 93.050.000APBD Kota 120.000.000|Inspektorat
Pemerintahan Daerah Kota Bontang TA.2014 yang k lan LKPD Bontang
Bontang diterbitkan secara tepat Kota Bontang
| ! | waktu terhadap SAP
1 20 [PROGRAM PENINGKATAN SISTEM Akuntabilitas kinerja Persentase penyelesaian |100% 229.742.000 250.000.000
PENGAWASAN INTERNAL DAN pemerintah meningkat tindak lanjut
PENGENDALIAN PELAKSANAAN |rekomendasl hasil
KEBIJAKAN KDH I APIP
06 |Tindak lanjut Hasil Temuan Inspektorat Laporan pemuktahiran |6 Laporan Persentase 229,742.000/APBD Kota 250.000.000 Inspektorat
Pengawasan Daerah Kota data TLRHP PKPT Kota penyelesalan tindak Bontang
Bontang Bontang, Inspektorat lanjut rekomendasi
Provinsi Kaltim dan BPKP hasil pengawasan
Perwakilan Provinsi
Kaltim
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM \Akuntabilitas kinerja Persentase SKPD yang  (B0% 159.346.000 180.000.000
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. Urusan/Bidang Urisan - Andlalacainens: PaguAnggaran
 Pemerintzhan Daerah Dan . Kewaran Kegoton st
rogranykegiatan : J ;
1|20 20 | 03 [Pengendalian Manajemen Inspektorat umlah penyelesaian 2 Obrik Tingkat kepatuhan  [100% 159.346.000APBD Kota 180.000.000 Inspektorat
Pelaksanaan Kebijakan KDH Daerah Kota pemeriksaan dengan penyelengg Bontang
Bontang tujuan tertentu urusan
pemerintahan
tertentu SKPD
dengan kategori
"Baik”
1120{ 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM Tata Pemerintahan Akuntabilitas kinerja Presentase jumlah SKPD (100% 162.480.000 200.000.000
PENGAWASAN INTERNAL DAN pemerintah meningkat yang tingkat ketaatan
PENGENDALIAN PELAKSANAAN pelaksanaan tugas dan
KEBIJAKAN KDH fungsi penyelenggaraan
urusan pemerintahan
daerah terhadap
peraturan perundang-
undangan dengan
kategori "Balk"
1/20| 20 | 11 |Peningkatan Pengawasan dan Inspektorat [lumlah LHE SAKIP SKPD |47 LHE Persentase hasil 100% 162.480,000 APBD Kota 200.000.000 Inspek
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Daerah Kota yang diterbitkan evaluasi SAKIP SKPD Bontang
Bontang berpredikat cukup
baik
1/20| 20 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM Tata Pemerintahan  [Akuntabilitas kinerja |Rasio temuan BPK Rl [95% 280.377.000, 300.000.000
PENGAWASAN INTERNAL DAN pemerintah meningkat yang telah selesai
PENGENDALIAN PELAKSANAAN ditindaklanjuti
KEB, KDH
1120( 20 | 22 [Rekonsiliasi Temuan Hasll Inspektorat Jumlah laporan 2 laporan Rasio temuan BPK RI[95% 280.377.000APBD Kota 300.000.000(Inspektorat
Pemeriksaan Daerah Kota semesteran TLRHP BPK yang telah selesal Bontang
Bontang RI ditindaklanjutl
1/20| 21 [PROGRAM PENINGKATAN Tata Pemerintahan  |Akuntabilitas kinerja Persentase jumiah 100% 738.080.000 750.000.000
PROFESIONALISME TENAGA pemerintah meningkat pegawal Inspektorat
PEMERIKSA DAN APARATUR Daerah yang mengikuti
PENGAWASAN dlklat minimal 5% dari
waktu kerja setahun
1{20] 21| 01 |Pelatihan pengembangan tenaga Inspektorat umlah |F APIP yang 24 |FAPIP |Persentase jumlah JF|100% 738.080.000APBD Kota 750.000.000 Inspektorat
pemeriksa dan aparatur Daerah Kota menglkutl diklat sesual |APIP yang telah Bontang
pengawasan Bontang |kompetens| jenjangnya bersertifikat
[kompetens| sesuai
jenjangnya
1/20| 22 [PROGRAM PENATAAN DAN Tata Pemerintahan IAkuntatilitas kinerja Raslo pemenuhan 100% 114.002.000| 200.000.000
PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM pemerintah meningkat kebutuhan terhadap
DAN PROSEDUR PENGAWASAN sistem yang mendukung
pelaksanaan tugas
pengawasan daerah
berbasis teknologl
informasi komunikasi
(TIK)
1120 22 | 02 |Penyusunan Kebljakan Sistem dan Inspektorat |lumlah dokumen NSPK |1 dokumen |Persentase pedoman|100% 114.002.00151’50 Kota zou.ooo.ouiilnspekturat
Prosedur Pengawasan Daerah Kota pengawasan yang dan sistem Bontang
Bontang dihasilkan pengawasan yang
dihasilkan
memenuhl kriteria
tatalaksana
(bussines proecess)
yang sederhana
1/20| 23 |PROGRAM PENGINTENSIFIKASIAN Tata Pemerintahan Akuntabilitas kinerja Persentase kasus 100% 165.360.000] 165.360.000|
PENANGANAN PENGADUAN pemerintah meningkat |pengaduan masyarakat
MASYARAKAT yang telah selesai
ditindaklanjuti
1/20| 23 | 02 |Pr ganan Kasus P Inspektorat Jumlah penyelesaian 5 laporan 165.360.000APBD Kota 165.360.000Inspektorat
Masyarakat Kota Bontang Daerah Kota pemeriksaan laporan Bontang
Bontang pengaduan masyarakat
1/20| 34 PROGRAM PEMBINAAN DAN Tata Pemerintahan Akuntabilitas kinerja Persentase penyelesaian 354.206.000 500.000.000,
PENGEMBANGAN APARATUR pemerintah meningkat urusan ketatausahaan
dan kepegawaian sesual
standar dan tepat waktu
1/20{ 34 | 76 |Penilaian Angka Kredit Jabatan Inspektorat JJumlah penyelesaian 24 |FAPIP Persentase 100% 354.206.000APBD Kota 500.000.000|Inspektarat
Fungsional Daerah Kota penilaian angka kredit |F penyelesaian Bontang
Bontang \APIP penilaian angka
kredit JF APIP secara
tepat waktu
1120( 43 [PROGRAM PENYELENGGARAAN Tata Pemerintahan Akuntabilitas kinerja Presentase grand design {100% 187.460.001 200.000.000
SISTEM PENGENDALIAN INTERN pemerintah meningkat SPIP Kota Bontang yang 0]
PEMERINTAH DAERAH (SPIP) telah dilaksanakan
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187.460.000

APGD Kota

200.000.000]Inspektorat

R Ot 5 5 HRASHE
Pelaksanaan Diagnostic Inspektorat umlah laporan hasil Presentase SKPD  [100%
Assesment SKPD Daerah Kota diagnostic assesment yang telah Bontang
Bontang KPD Kota Bontang menindaklanjutl hasi
DA SPIP
120 43 PROGRAM PENYELENGGARAAN Tata P Al bilitas kinerja ingkat maturitas SPIP  |100% 51.732.000 75.000.000
SISTEM PENGENDALLAN INTERN pemerintah meningkat Kota Bontang dengan
PEMERINTAH DAERAH (SPIP)
1/20] 43 | 04 |Monitoring dan Evaluasi Inspektorat umlah SKPD yang 47 SKPD Persentase jumlah  {100% 51.732.000APBD Kota 75.000.000Inspektorat
Implementasi SPIP Daerah Kota mengikuti sosialisasi SKPD yang
Bontang memahami SPIP
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